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KATA PENGANTAR 

 

uji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

rahmat dan tuntunanNya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 

2025 dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang ditentukan. 

Sesuai dengan amanat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengatur Kepala Daerah mempunyai 

kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Pemerintah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) perangkat daerah 

merupakan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan  hasil 

penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun 

anggaran sebagai bahan laporan kepada Bupati yang mengacu pada Rencana Strategis 

(Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Indikator Kinerja 

Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK). Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan 

dapat memberikan gambaran yang utuh tentang kinerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Sikka serta dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sikka dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

oleh Bupati kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. 

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini dibuat dengan 

harapan dapat menjadi pedoman bersama serta sebagai bahan evaluasi kinerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dimasa yang akan datang. 

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Sikka Tahun 2025, kami mengucapkan limpah terima kasih.  

Semoga Tuhan Memberkati…. 

 

  

P 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) dan pasal 70 ayat (3) Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Bupati selaku 

Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah 

yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan 

tugas pembantuan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus disampaikan 

kepada Menteri melalui Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan satu kali 

dalam satu tahun. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan setiap 

tahun setelah berakhirnya tahun anggaran paling lambat 3 bulan dari berakhirnya tahun 

anggaran. Untuk mendukung penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025, Perangkat Daerah wajib menyampaikan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan program dan kegiatan 

sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka selama Tahun Anggaran 2025, 

harus mampu melaporkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan 

kepada Bupati sebagai dasar bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan 

pemerintahan Daerah oleh Bupati. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Sikka oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai dukungan 

penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 

Anggaran 2025 dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum khususnya 

penanggulangan bencana sebagai urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi salah satu Perangkat Daerah yang 

mengampuh penerapan Standar Pelayanan Minimal yang harus dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah. Penerapan Standar Pelayanan Minimal menggambarkan pemenuhan 

terhadap hak pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan 

terutama dalam penanganan bencana. Laporan Penyelenggaraan menjadi penting 

sebagai bahan evaluasi dan pembinaan dari Bupati kepada Perangkat Daerah untuk 

meningkatkan kinerja pelayanan. 

1.2. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar 

Hukum Pembentukan Perangkat Daerah 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah 
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untuk penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Uraian  

Tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Rumah Sakit Umum 

daerah, Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Sikka dengan struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar di bawah ini  

 

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka  
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan unsur pelaksana bidang 

Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati Sikka melalui Sekretaris Daerah selaku ex. Officio Kepala 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka. Pembagian tugas, fungsi dan 

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, sebagai 

berikut: 

a) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana. 

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyusun konsep 

pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau dan mengevaluasi 

penyelengaraan penanggulangan bencana. 

Secara rinci uraian tugas pengarah badan penanggulangan bencana adalah sebagai 

berikut: 

1. Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi bencana daerah. 

2. Menganalisa dan pengembangan informasi peristiwa bencana daerah. 

3. Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi penanggulangan bencana 

daerah. 

4. Menghimpun dan menginventarisasi kebijakan penanganan dan penanggulangan 

bencana daerah. 

5. Merumuskan dan menyusun konsep pengembangan dan pemanfaatan teknologi 

penanganan dan penanggulangan bencana daerah. 

6. Merumuskan dan menyusun konsep pengaturan teknologi yang berpotensi sebagai 

sumber ancaman atau bencana daerah. 

7. Merumuskan dan menyusun konsep kerja sama penanganan dan penanggulangan 

bencana daerah 

8. Memantau dan mengevaluasi efektifitas kegiatan penanganan dan penanggulangan 

bencana daerah. 

9. Memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan penanganan dan 

penanggulangan bencana daerah. 

Melaksakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas 

dan tanggungjawabnya. 

b) Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana 

Unsur pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka 

menyelenggarakan fungsi pengordinasian, pengkomandoan, dan pelaksana. Pada fungsi 

koordinasi unsur pelaksana melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, 

instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang diperluhkan 

pada tahap prabencana dan paskabencana. Untuk fungsi komando, unsur pelaksana  
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melaksanakan komando dalam mengorganisir sumber daya manusia, peralatan, logistik, 

yang ada pada perangkat daerah lain, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha,  

dan atau pihak lain serta langka-langka yang diperluhkan dalam rangka penanganan 

darurat bencana. Sedangkan untuk fungsi pelaksana dilakukan secara terkoordinasi dan 

terintegrasi perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga 

usaha, dan atau pihak lain dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana dan peraturan perundang-undangan. Unsur pelaksana pada 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka terdiri dari: 

1. Kepala Pelaksana; 

Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan 

penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat 

tanggap darurat dan pasca bencana. Secara rinci uraian tugas kepala pelaksana 

penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut; 

a) Melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan 

penanggulangan bencana; 

b) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana; 

c) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan pengkajian 

potensi ancaman bencana; 

d) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan pengurangan 

resiko bencana; 

e) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan 

penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah; 

f) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapsiagaan 

penanggulangan bencana; 

g) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan 

dini dalam penanggulangan bencana; 

h) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi 

dan penanggulangan bencana; 

i) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap 

darurat; 

j) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan 

bencana; 

k) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi dampak 

kerusakan bencana; 
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l) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak 

kerusakan bencana; 

m) Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan; 

n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang 

tugas dan tanggung jawabnya. 

2. Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas 

mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi 

perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan Aparatur 

Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah.  

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; 

b) Pelaksanaan pengelolaan keuangan; 

c) Pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik 

Negara; 

d) Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan 

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

f) Sekretariat terdiri dari: 

2.a. Sekretaris 

Tugas Sekretaris adalah membantu Kepala Pelaksana dalam merencanakan 

langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan 

kegiatan program, keuangan, evaluasi dan pelaporan serta Umum, Kepegawaian 

dan Perlengkapan, dengan uraian tugas sebagai berikut:  

a) Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Kesekretariatan serta 

pengajuan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

b) Mengoordinasikan para Kepala Bidang dan Sub Bidang dalam 

penyelenggaraan penyusunan program kegiatan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah; 

c) Menyusun program, membina, mengatur, memantau dan mengevaluasi 

pelaksanaan penyusunan rencana anggaran; 

d) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi penatausahaan 

keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan; 

e) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan 

urusan ketatausahaan; 
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f) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan 

urusan rumah tangga dan perlengkapan; 

g) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan 

hubungan masyarakat dan keprotokolan; 

h) Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi 

efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi 

kepegawaian; 

i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang 

tugas dan tanggung jawabnya 

2.b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah menyusun rencana 

dan melaksanakan kegiatan Umum, Kepegawaian, dengan uraian tugas sebagai 

berikut:  

a) Menyusun program dan rencana kegiatan Umum dan Kepegawaian;  

b) Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Umum, dan Kepegawaian lingkup 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

c) Mendistribusikan tugas kepada pelaksana pada urusan Umum dan 

Kepegawaian; 

d) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan 

tugas; 

e) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris; 

f) Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja; 

g) Melaksanakan penilaian prestasi kerja; 

h) Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Sekretaris baik 

lisan maupun tertulis. 

2.c. Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Pejabat Fungsional Perencana 

Tugas Pejabat Fungsional Perencana adalah menyiapkan, mengkaji, 

merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi 

pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, 

memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, dengan 

uraian kegiatan sebagai berikut:  

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Program, Evaluasi dan 

Pelaporan; 
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2. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Program, Evaluasi dan 

Pelaporan; 

3. Mendistribusikan tugas kepada pelaksana pada urusan Program, 

Evaluasi dan Pelaporan;  

4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan 

dan tugas;  

5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris; 

6. Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja; 

7. Melaksanakan penilaian prestasi kerja;  

8. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Sekretaris baik 

lisan maupun tertulis. 

Pejabat fungsional perencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Sikka, terdiri dari, perencana ahli pertama, perencana ahli muda 

dan dibantu oleh perencana (PPPK) dengan rincian tugas sebagai berikut: 

1. Perencana Ahli Pertama, 

a. mengidentifikasi permasalahan;  

b. merumuskan permasalahan; 

c. inventarisasi dan identifikasi data sekunder;  

d. inventarisasi dan identifikasi data primer; 

e. mengolah data dan informasi;  

f. mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data;  

g. menganalisis data dan informasi;  

h. menyajikan data dan informasi;  

i. melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana;  

j. melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan;  

k. mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana 

pembangunan tahunan. 

2. Perencana Ahli Muda 

a. memformulasikan sajian untuk analisis;  

b. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan 

perencanaan pembangunan;  

c. menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;  

d. menyusun alternatif dan model hubungan kausal/ fungsional; 

e. menguji alternatif kriteria dan model; 

f. menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek; 

g. menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral; 
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h. menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;  

i. menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral; 

j. menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan 

pembangunan;  

k. melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan 

hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; 

l. mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan 

b. Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah 

Tugas Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah adalah 

menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Keuangan dan Perlengkapan,  

dengan uraian tugas sebagai berikut:  

a. Menyusun program dan rencana kegiatan Keuangan dan Perlengkapan; 

b. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Keuangan dan Perlengkapan 

lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

c. Mendistribusikan tugas kepada pelaksana pada urusan Keuangan dan 

Perlengkapan; 

d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan 

tugas; 

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris. 

f. Pejabat fungsional analis keuangan pusat dan daerah pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, saat ini masih lowong 

dan belum terisi sejak pejabat yang lama memasuki masa pensiun. 

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah unsur pelaksana teknis pencegahan 

dan kesiapsiagaan yang mempunyai tugas merencanakan langkah-langkah 

operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan 

uraian tugas sebagai berikut:  

a. Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan; 

b. Mengoordinasikan kelompok jabatan fungsional pada bidang dalam rangka 

penyelenggaraan administrasi; 

c. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan di bidang Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan; 
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d. Mendistribusikan tugas kepada para pejabat fungsional; 

e. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas; 

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Pelaksana Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah; 

g. Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja; 

h. Melaksanakan penilaian prestasi kerja; 

i. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.  

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik 

Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah unsur pelaksana teknis kedaruratan dan 

Logistik mempunyai tugas merencanakan langkah-langkah operasional, 

mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik, 

yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan 

Logistik; 

b. Mengoordinasikan kelompok jabatan fungsional dalam rangka penyelenggaraan 

administrasi; 

c. Melaksanakan koordinasi kegiatan Bidang kedaruratan dan logistik; 

d. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Bidang kedaruratan dan 

logistik; 

e. Mendistribusikan tugas kepada para pejabat fungsional; 

f. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas; 

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala pelaksana Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah; 

h. Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja; 

i. Melaksanakan penilaian prestasi kerja; 

j.  Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala pelaksana 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi adalah unsur pelaksana teknis dalam 

merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang dengan uraian tugas sebagai berikut:  

a. Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan 

rekonstruksi; 
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b. Mengoordinasikan para pejabat fungsional pada bidang dalam rangka 

penyelenggaraan administrasi; 

c. Melaksanakan koordinasi kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 

d. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan 

rekonstruksi; 

e. Mendistribusikan tugas kepada para Pejabat Fungsional; 

f. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas; 

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Pelaksana Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah;  

h. Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja; 

i. Melaksanakan penilaian prestasi kerja; 

j. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala pelaksana Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah.  

6. Jabatan Fungsional 

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi teknis dalam 

kelancaran pelaksanakan organisasi Penanggulangan bencana daerah. Jabatan 

Fungsional termasuk hasil penyetaraan dari jabatan struktural pengawas yang ada 

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.  

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Fungsional menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam bidang 

masing-masing dalam Badann Penanggulangan Bencana Daerah maupun antar 

perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.  

Jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka 

terdiri dari: 

a. Analis Kebencanaan 

Fungsional analis kebencanaan adalah fungsional yang melaksanakan analisis 

penanggulangan bencana. Tugas Jabatan Fungsional Analis kebencanaan 

dilaksanakan dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan meliputi analisis 

kebencanaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyuluhan 

kebencanaan dan pengembangan strategi kebencanaan. 

Ruang lingkup kegiatan analisis kebencanaan pada setiap jenjang jabatan 

meliputi: 

1) Analis Kebencanaan Ahli Pertama melaksanakan inventarisasi dan 

kebencanaan, identifikasi penyelenggaraan bahan analisis penanggulangan 

bencana dan penyuluhan kebencanaan;  
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2) Analis Kebencanaan Ahli Muda melaksanakan analisis kebencanaan, 

penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan;  

3) Analis Kebencanaan Ahli Madya melaksanakan monitoring, evaluasi dan 

penyusunan rekomendasi analisis kebencanaan, penanggulangan 

kebencanaan; dan bencana penyelenggaraan dan penyuluhan  

4) Analis Kebencanaan Ahli Utama melaksanakan penyusunan, pengembangan 

strategi dan kebijakan di bidang penanggulangan bencana 

b. Pranata Kebencanaan 

Tugas Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan yaitu melaksanakan kegiatan 

operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas 

Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan dilaksanakan dengan memperhatikan 

ruang lingkup kegiatan meliputi teknis kegiatan operasional dan teknis 

penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan. Ruang 

lingkup kegiatan pada setiap jenjang jabatan meliputi:  

1) Pranata Kebencanaan pemula melaksanakan identifikasi kebutuhan kegiatan 

operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan 

penyuluhan kebencanaan;  

2) Pranata Kebencanaan terampil melakukan pengumpulan data dan pemetaan 

kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana 

dan penyuluhan kebencanaan;  

3) Pranata Kebencanaan mahir melaksanakan kegiatan operasional dan 

penanggulangan kebencanaan; dan teknis bencana penyelenggaraan dan 

penyuluhan  

4) Pranata Kebencanaan penyelia melakukan evaluasi dan penyusunan 

rekomendasi kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan 

penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan.  

5) Selain tugas tersebut di atas, Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan 

Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan dapat diberikan tugas lainnya oleh 

pimpinan. 

7. Satuan tugas 

Satuan tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional Badan 

Penanggulangan Bencana. 

 

 

 

 



 

 LPPD BPBD KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 

                                                                                                                      12

                                                                                                                          

 

 

1.3. Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi 

Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan, dan Fungsi Pendukung 

Urusan Pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah  

a. Rincian Aparatur Sipil Negara 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 38 orang yang terdiri dari Kepala Pelaksana 

yang membawahi 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, dengan jumlah pegawai 

seluruhnya ASN sebanyak 38 orang, terdiri dari PNS sebanyak 22 orang PPPK 11 

Orang, CPNS 4 Orang dan PPPK paru waktu sebanyak 1 orang. 

Tabel 1.1 

Status Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Sikka 

No Status Kepegawaian 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1 PNS 14 8 22 

2 PPPK 10 1 11 

3 CPNSD 2 2 4 

4 PPPK Paru Waktu 1 -        1 

Jumlah 27 11 38 

              Sumber: Olahan BPBD Tahun 2025 

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dari 38 orang pegawai Badan 

Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka terdiri dari PNS sebanyak 22 orang 

atau 57,89%, PPPK sebanyak 11 orang atau 28,94%, CPNS sebanyak 4 orang atau 

10,54% dan 1 orang merupakan PPPK paru waktu atau 2,63%, sedangkan 

berdasarkan jenis kelamin, terdapat 27 orang atau 71,05% berjenis kelamin laki-laki 

dan 11 orang atau 28,94% berjenis kelamin perempuan. Per posisi tanggal 31 

Desember 2025, jumlah aparatur sipil negara (ASN) pada BPBD Kabupaten Sikka 

tercatat sebanyak 36 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat pengurangan pegawai 

yang disebabkan oleh 1 (satu) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang memasuki 

masa pensiun. Sumber daya aparatur merupakan faktor paling krusial dalam 

organisasi pemerintahan daerah. Untuk menjawab tantangan dan tuntutan pelayanan 

publik di era globalisasi, aparatur dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan 

kompetensinya melalui proses pembelajaran berkelanjutan.  

b. Kualifikasi Pendidikan 

Tingkat pendidikan ASN menjadi indikator penting dalam menggambarkan 

kualitas sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah. Berikut data jumlah 

pegawai berdasarkan tingkat pendidikan; 
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Tabel 1.2 
Tingkat Pendidikan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

Kabupaten Sikka 
No Jenjang Pendidikan Jumlah 

1. SD 1 

2. SLTP 1 

3. SLTA 15 

4. DIII 4 

5. S1 15 

 Jumlah 36 

               Sumber: Olahan BPBD Kab. Sikka 2025 

Kualifikasi Pendidikan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Sikka terdiri dari pegawai yang berpendidikan SD 1 Orang, SLTP 1 orang, 

SLTA 15 Orang, Diploma III 4 Orang dan 15 Orang berpendidikan sarjana.  

ASN dalam struktur birokrasi memiliki jenjang pangkat dan golongan yang 

mencerminkan tingkat tanggung jawab, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki.  

c. Pagkat dan Golongan 

Sistem pangkat bersifat berjenjang dan digunakan sebagai dasar dalam 

pengelolaan karier, penggajian, serta pembinaan pegawai. ASN Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka berdasarkan pangkat dapat dirinci 

sebagai berikut: 

Tabel 1.3. 
Jenjang Pangkat/Golongan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

Kabupaten Sikka 
No Pangkat/Golongan Jumlah 

A. PNS 24 

1 Pembina Utama Muda/IV c 1 

2 Pembina Tingkat /IV b - 

3 Pembina/IV a 3 

4 Penata Tingkat I/III d 7 

5 Penata/III c - 

6 Penata Muda Tingkat I/III b - 

7 Penata Muda/III a 9 

8 Pengatur Tingkat I /II d - 

9 Pengatur /II c 3 

10. Pengatur Muda/II a 1 

B PPPK 11 

1 Golongan IX 1 

2 Golongan VII 1 

 3 Golongan V 9 

C PPPK Paru Waktu 1 

1 Golongan V 1 

 Jumlah 36 

                   Sumber : Olahan BPBD Kab. Sikka 2025 
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Penyebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Sikka dilihat dari golongan/pangkat dapat dijelaskan sebagai berikut: 

4 orang Golongan IV, 16 orang Golongan III, 4 orang Golongan II dan 1 orang dengan 

golongan IX, 1 orang golongan VII, dan 10 Orang golongan V. 

d. Diklat Kepemimpinan 

Diklat Kepemimpinan (Diklat PIM) merupakan salah satu bentuk pendidikan dan 

pelatihan struktural yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, 

keahlian, keterampilan, serta membentuk sikap dan perilaku kepemimpinan aparatur. 

Pelaksanaan Diklat PIM ditujukan agar aparatur pemerintah dapat memenuhi persyaratan 

kompetensi kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang didudukinya. 

Dengan mengikuti Diklat PIM, seorang pejabat struktural diharapkan mampu 

mengembangkan karakter kepemimpinan yang sesuai dengan level jabatannya, sehingga 

dapat menjalankan fungsi manajerial, pengendalian, dan pengambilan keputusan secara 

efektif dalam rangka mendukung kinerja organisasi pemerintahan. Berikut data Diklat PIM 

ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka: 

Tabel 1.4 

Diklat PIM ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka 

No. Uraian ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat 
Kepemimpinan 

ASN Yang belum Mengikuti Diklat 
Kepemimpinan 

1 PIM II - 1 

2 PIM III - 4 

3 PIM IV 4 2 

 Jumlah 4 7 

                 Sumber : Olahan BPBD Kab. Sikka 2025 

e. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional 

Jumlah Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Sikka terdiri dari Jabatan Struktural Eselon II-B 1 orang, Eselon III-B 

4 orang, Eselon IV-A 1 orang, Jabatan Fungsional Tertentu 11 orang yang terdiri dari 

Analis Kebencanaan 2 orang, Penata Penanggulangan Bencana 3 orang, Perencana 2 

orang, dan Fungsional Umum 10 orang. secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut 

ini: 

Tabel 1.5 
Jabatan Struktural dan Fungsional ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Sikka 

No. Jabatan  
Jumlah 

( orang ) 

Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

A. Struktural    

1 Eselon II-B 1 1 - 

2 Eselon III-B 4 3 1 

3 Eselon IV-A 1 - 1 
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No. Jabatan  
Jumlah 

( orang ) 

Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

B. Fungsional        

1  Analis Kebencanaan 1 1 - 

2  Penata Penanggulangan Bencana 3 1 2 

3  Perencana 3 1 2 

 4 Penatalaksana barang kantor 2 1 1 

5  Analisis Bencana Ahli pertama 2 1 1 

6 Fungsional Umum 7 5 2 

C. PPPPPPPK 12 11 1 

  Jumlah : 36 25 11 

        Sumber : Olahan BPBD Kab. Sikka 2025 

 

1.4. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka mengelola 

anggaran sebesar Rp. 3.115.376.419-. Dari rencana belanja Daerah sebesar Rp. 

3.115.376.419-, sampai akhir tahun anggaran 2025 telah direalisasikan sebesar RP. 

2.736.544.700,- atau 87,84 %. Secara lebih rinci, realisasi belanja daerah pada tahun 

2025 dapat dilihat pada table berikut; 

Tabel 1.6 
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2025 

No Program / Kegiatan Sub Kegiatan 
 

Pagu 
Anggaran 

Realisasi Sisa Prosentase 

(%) 

 PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 

 

 

2.599.047.019 

2.328.974.176 270.072.843 89.61 

 Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

 

 

19.373.200 19.326.200 47.000 99.76 

 

 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

 

19.373.200 
19.326.200 47.000 99.76 

 Kegiatan  

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah  

 

 

1.951.761.091 1.747.614.211 204.146.880 89.54 

 
 

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

 

1.877.073.091 
1.672.928.211 204.144.880 89.12 

 

 

Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian / 

Verifikasi Keuangan 

SKPD  

 

 

74.688.000 74.686.000 2.000 100.00  

 Kegiatan   131.603.239 1.910.261 98.57 
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No Program / Kegiatan Sub Kegiatan 
 

Pagu 
Anggaran 

Realisasi Sisa Prosentase 

(%) 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

133.513.500 

 

 

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan 

Bangunan Kantor 

1.712.700 

1.199.000 513.700 70.01 

 

 

Penyediaan 

Perlengkapan dan 

Peralatan Kantor 

 

7.584.600 7.402.550 182.050 97.60 

 
 

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

 

10.500.000 
10.470.000 30.000 99.70 

 

 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

 

6.751.200 6.751.200 - 100.00 

 

 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

 

106.965.000 105.780.489 1.184.511 98.89 

 Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

pemerintah Daerah 

 

 

14.338.800 14.120.550 236.250 98.35 

  Pengadaan mebel 0,00 0 0 0,00 

 

 

Pengadaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

 

14.338.800 14.102.550 236.250 98.35 

 Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

 

 

92.434.848 70.618.722 21.816.126 76.40 

 

 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

 

63.944.860 48.986.431 14.959.429 76.61 

 

 

Penyediaan Jasa 

Pelayan Umum 

Kantor 

 

28.489.988 21.632.291 6.857.697 75.93 

 Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

 

 

387.625.580 345.709.254 41.916.326 89.19 

 

 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan 

Pajak Kendaraan 

Dinas Perorangan 

atau Lapangan 

 

 

378.025.580 
341.004.254 37.021.326 90.21 

 

 

Pemeliharaan 

Peralatan Mesin 

Lainnya 

 

9.600.000 4.705.000 
4.895.000 

 
49.01 

 

 

Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi Gedung 

Kantor / Bangunan 

Lainnya 

 

0 
0 0 0.00 

 PROGRAM 

PENAGGULANGAN BENCANA 
 

 

516.329.400 
407.570.524 108.758.876 78.94 



 

 LPPD BPBD KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 

                                                                                                                      17

                                                                                                                          

 

 

No Program / Kegiatan Sub Kegiatan 
 

Pagu 
Anggaran 

Realisasi Sisa Prosentase 

(%) 

 Pelayanan Informasi Rawan 

Bencana Kabupaten/Kota 
 

 

156.823.100 
120.654.296 36.168.804 76,94 

 

 

Sosialisasi, 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) Rawan 

Bencana 

Kabupaten/Kota (Per 

Jenis Ancaman 

Bencana) 

 

 

 

61.562.600 
48.798.420 12.764.180 79.27 

 

 

Penyusunan Kajian 

Resiko Bencana 

Kabupaten/Kota 

 

95.260.500 71.855.876 23.404.624 75.43 

 Pelayanan Penyelamatan 

dan Evakuasi Korban 

Bencana 

  

 

271.328.100 199.122.028 72.206.072 73.39 

 

 

Respon Cepat 

Darurat Bencana 

Kabupaten/Kota 

 

198.073.700 172.159.357 25.914.343 86.92 

 

 

Penyediaan Logistik 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Bencana 

Kabupaten/Kota 

 

 

73.254.400 26.962.671 
46.291.729 

 
36.81 

 Penataan Sistem Dasar 

Penanggulangan Bencana 
 

 

88.178.200 
87.794.200 384.000 99.56 

 

 

Koordinasi 

Penanganan Pasca 

Bencana 

Kabupaten/Kota 

 

88.178.200 
87.794.200 384.000 99.56 

   

BPBD 
 Total 

 
3.115.376.419 

 
2.736.544.700 

 
378.831.719 

 
87.84 

 

1.5. Pelaksanaan program berdasarkan urusan pemerintahan, Fungsi Penunjang 

Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan 

Pemerintahan yang memuat Alokasi anggaran dan Realiasasi Belanja 

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 

Untuk program ini dilaksanakan dengan 6 kegiatan 15 Sub Kegiatan yang didukung 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.599.047.019,- terealisasi sebesar Rp. 

2.328.974.176,- atau mencapai 89,61 %, dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 

dengan Sub Kegiatan sebagai berikut : 
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a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp. 19.373.200.- terealisasi sebesar Rp. 19.326.200.- atau 

mencapai 99,76 %,. 

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar 

Rp. 1.951.761.091.- terealisasi sebesar Rp. 1.747.614.211.- atau mencapai 89,54 

%, berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun dengan Sub 

Kegiatan sebagai beriku : 

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 

1.877.073.091,- terealisasi sebesar Rp. 1.672.928.211,- atau mencapai 89,12 %. 

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan 

alokasi anggaran sebesar :Rp. 74.688.000.- sampai dengan Desember 2025 

terealisasi sebesar : Rp. 74.686.000,- atau sebesar 100,00 % 

3.  Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. 

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi dana Rp. 

133.513.500.- terealisasi sebesar Rp. 131.603.239.- Atau mencapai 98,57 % 

dengan Sub Kegiatan sebagai berikut : 

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp. 1.712.700.- terealisasi sebesar Rp. 1.199.000,- 

atau mencapai 70,01 %. 

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp. 7.584.600 terealisasi sebesar Rp. 7.402.550,- atau mencapai 97,60 

%. 

c. Penyediaan bahan logistik kantor dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp.10.500.000.- terealisasi sebesar Rp. 10.470.000.- atau mencapai 99.70 %. 

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp.6.751.200.- terealisasi sebesar Rp.6.751.200.- atau mencapai 100 

%. 

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp. 106.965.000.- terealisasi sebesar Rp. 105.780.489.- atau 

mencapai 98,89 %. 

4.  Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 14.338.800,- terealisasi sebesar Rp. 

14.120.550,- Atau mencapai 98,35 % dengan Sub Kegiatan sebagai berikut : 
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a. Pengadaan mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,00,- terealisasi 

sebesar Rp. 0,00.- atau mencapai 0,00 %. 

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 

14.338.800,- terealisasi sebesar Rp. 14.102.550.- atau mencapai 98,35 %. 

5.  Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 

alokasi dana sebesar Rp. 92.434.848,- terealisasi sebesar Rp. 70.618.722,- Atau 

mencapai 76.40 % dengan Sub Kegiatan sebagai berikut : 

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp. 63.944.860,- terealisasi sebesar Rp. 48.986.431.- atau 

mencapai 76,61 %. 

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp. 28.489.988,- terealisasi sebesar Rp. 21.632.291.- atau mencapai 75,93 

%. 

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemarintahan 

Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 387.625.580,- terealisasi sebesar Rp. 

345.709.254.- atau mencapai 89,19 %. 

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas 

Perorangan atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 378.025.580,- 

terealisasi sebesar Rp. 341.004.254.- atau mencapai 90,21 %. 

b. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 

9.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.705.000.- atau mencapai 49,01 %. 

c. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp.0,00,- terealisasi sebesar Rp.0,00.- atau mencapai 0,00 % 

b. Program Penanggulangan Bencana 

Program ini di dukung oleh 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp. 516.329.400.- dan realisasi sampai dengan bulan desember sebesar Rp. 

407.570.524.- atau sebesar 78.94 %  

1. Kegiatan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 

156.823.100.- sampai dengan bulan desember 2025 realisasi sebesar Rp. 

120.654.296.- atau sebesar 76,94 % dengan Sub Kegiatan sebagai berikut : 

a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana 

Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) dengan alokasi anggaran Rp. 

61.562.600.-dan sampai dengan bulan desember 2025 realisasi sebesar Rp. 

48.798.420.- atau sebesar 79,27 % 

b. Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran 
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Rp. 95.260.500.- dengan realisasi Rp.71.855.876.-atau sebesar 75,43% 

2. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

Pelayanan Penyelamatan dan Korban Bencana dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp. 271.328.100,- realisasi sebesar Rp. 199.122.028 atau sebesar 73.39 % 

dengan Sub Kegiatan sebagai berikut : 

a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp.198.073.700.-realisasi sebesar Rp.172.159.357 atau sebesar 

73,39% 

b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota dengan alokasi sebesar Rp.73.254.400.-realiasi 

Rp.26.962.671.- atau sebesar 36,81% 

3. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp. 88.178.200.- realiasi Rp. 87.794.200.- atau sebesar 99,56% dengan 

Sub Kegiatan sebagai berikut: 

a. Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi 

anggaran sebesaran Rp. 88.178.200.- realisasi Rp. 87.794.200.- atau sebesar 

99.56% 
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BAB II 

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

2.1 CAPAIAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2025. 

Mengacu pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

menetapkan 1 (satu) Indicator Kinerja Tujuan dan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja 

Utama (IKU). IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka 

sebagai acuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan 

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan 

peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah merupakan pedoman kinerja yang digunakan untuk :  

a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); 

b. Menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) 

c. Menyusun pohon kinerja; 

d. Menyusun cascading; 

e. Menyusun Rencana Aksi; 

f. Melakukan penyusunan laporan monitoring hasil realisasi rencana aksi 

pelaksanaan program dan kegiatan; 

g. Menyusun Laporan Kinerja (LKJ); dan  

h. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja 

2.1.2  Indikator Kinerja Kunci Hasil 

1. Nama Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

2. Tugas :  

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional 

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, 

penanganan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi akibat bencana 

secara adil dan merata; 

b. Merumuskan,menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan 

kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan 

peraturan perundang-undangan; 

c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan 

bencana; 

d. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; 
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e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan 

penanggulangan bencana; 

f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, 

penetapan, dan pengembangan informasi peta rawan bencana; 

g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional 

pengembangan informasi daerah rawan bencana; 

h. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur 

tetap penangulangan bencana; 

i. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional 

penyelenggaraan penanggulangan bencana; 

j. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian 

pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 

k. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana 

kepada Bupati setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan 

darurat bencana; 

l. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima 

dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan 

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

bidang tugas. 

3. Fungsi :  

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, 

efektif dan efisien; 

b. Pengoordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu dan menyeluruh; 

c. Pengelolaan urusan ketatausahaan. 

2.1.3 Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Sikka 

1. Nama Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

2. Tugas :  

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan 

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, 

rehabilitasi serta rekontruksi akibat bencana secara adil dan merata; 
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b. Merumuskan,menetapkan kebijakan operasional,standarisasi dan 

kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan 

peraturan perundang-undangan; 

c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; 

d. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; 

e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan 

bencana; 

f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, 

penetapan, dan pengembangan informasi peta rawan bencana; 

g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan 

informasi daerah rawan bencana; 

h. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap 

penangulangan bencana; 

i. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan 

penanggulangan bencana; 

j. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian 

pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 

k. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana 

kepada Bupati setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat 

bencana; 

l. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari 

anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan 

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang 

tugas 

3. Fungsi :  

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif 

dan efisien; 

b. Pengoordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu dan menyeluruh; 
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1.  Indikator Kinerja Utama  
Tabel 2.1 

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 

 
 

NO  

 
Tujuan Dan Sasaran 

Indikator 

Tujuan/Indikator Kinerja 

Utama 

 
Formulasi Perhitungan 

 
Satuan 

 

Program/Kegiatan 

 

Indikator Kinerja Program / 
Kegiatan 

 

Penanggung 

jawab 

 

 

Sumber 
Dana 

 Tujuan ; 
Meningkatnya 
penyelenggaraan 
penanggulangan 

bencana guna 
mendukung 
keamanan dan 
ketertiban 
masyarakat 

Indeks Risiko Bencana R= H x V dimana : 
 C 
 
H dan V diasumsikan 

Konstan; 
H : Kemungkinan Kejadian 
dan Besaran Dampak yang 
Timbul; 
V : Tingkat Kerentanan pada 
suatu wilayah tertentu; 
C : Tingkat Kapasitas 
Pemerintah dan Masyarakat 
dalam Menghadapi 
Bencana. 

Indeks     

 Sasaran :        

1.  Berkurangnya risiko 
bencana dalam 
mewujudkan 
keamanan dan 
ketertiban 
masyarakat 

Potensi Penduduk 
Terpapar  

Jumlah Penduduk Terpapar 
Bencana 

Jiwa     

  Potensi Kerugian Ekonomi  Jumlah Rill Kerusakan dan 
Kerugian 

Rupiah     

  Potensi Kerugian Fisik  Jumlah Rill Kerusakan dan 
Kerugian 

Rupiah     

  Potensi Kerugian 
Lingkungan  

Jumlah Rill Kerusakan dan 
Kerugian 

Rupiah     

  Indeks Ketahanan Daerah  Jumlah Rill Kerusakan dan 
Kerugian 

Hektar     
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NO  

 
Tujuan Dan Sasaran 

Indikator 

Tujuan/Indikator Kinerja 

Utama 

 
Formulasi Perhitungan 

 
Satuan 

 

Program/Kegiatan 

 

Indikator Kinerja Program / 
Kegiatan 

 

Penanggung 

jawab 

 

 

Sumber 
Dana 

 

2. Meningkatnya 
kapasitas dan 
akuntabilitas 
anggaran serta 
kinerja Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP Perangkat Daerah   Angka     

      
PROGRAM 
PENANGGULANGAN 
BENCANA 

 
Prosentase Penanganan Bencana 

  
DAU 

  
 

  Kegiatan : Pelayanan 
Informasih Rawan 
Bencana kabupaten / kota 

Persentase Pelayanan Informasi 
Rawan Bencana Kabupaten/Kota 

Kepala Bidang 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 

DAU 

  
 

  Sub Kegiatan : Sosialisasi, 
Komunikasi, Informasih 
dan Edukasi ( KIE ) rawan 
Bencana kabupaten / kota 
per jenis bencana 

 

Jumlah warga negara termasuk 
kelompok rentan di kawasan rawan 
bencana bencana Kabupaten/Kota 
yang memperoleh sosialisasi, 
komunikasi, informasi dan edukasi 
sesuai jenis ancaman bencana yang 
ada di kawasan tempat tinggalnya 
selama 1 (satu) tahun (Orang) 

  

  
 

  Penyusunan Kajian Resiko 

Bencana 
Jumlah dokumen Kajian Risiko 

Bencana (KRB) sampai dengan 
dinyatakan sah/legal paling lama 
dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) 

  

  
 

  Kegiatan : Pelayanan 
penyelamatan dan 
Evakuasi Korban Bencana 

Presentase dokumen respon cepat 
dan logistik 

Kepala Bidang 
Kedaruratan dan 
Logistik 

DAU 

  
 

  Sub Kegiatan : 
Respon Cepat Bencana 
Kabupaten/ Kota 

Jumlah Dokumen SK Penetapan 
Status Darurat Bencana dan SKPDB 
yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 
Jam berdasarkan Hasil Dokumen 
Laporan Kaji Cepat (Dokumen) 

  

  
 

  Sub Kegiatan : 
Penyediaan Logistik 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban Bencana 

kabupaten / Kota 

Jumlah Korban bencana yang 

mendapatkan Distribusi Logistik 

Penyelamatan dan Evakuasi Korban 

Bencana 
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NO  

 
Tujuan Dan Sasaran 

Indikator 

Tujuan/Indikator Kinerja 

Utama 

 
Formulasi Perhitungan 

 
Satuan 

 

Program/Kegiatan 

 

Indikator Kinerja Program / 
Kegiatan 

 

Penanggung 

jawab 

 

 

Sumber 
Dana 

  
 

  Penataan Sistem Dasar 
Penanggulangan Bencana Presentase dokumen paskabencana, 

regulasi, pemanfaatan sistem dan 

peningkatan kapasitas aparatur 

Kepala Bidang 
Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 

DAU 

  
 

  Sub Kegiatan : 
Koordinasi 
penanganan 
Pascabencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah penyelesaian kegiatan 
pascabencana di semua sektor 
sesuai berdasarkan Rencana 
Rehabilitasi dan Rekontruksi 
Pascabencana (R3P) 
Kabupaten/Kota yang 
dilegalkan (Kegiatan) 

  

  
 

  PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Persentase Capaian Kinerja 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah (%) 

Sekretariat DAU 

  
 

  Kegiatan : 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Presentase Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD (Laporan) 

 DAU 

  
 

  Sub Kegiatan : 
Sub kegiatan 
Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah (Dokumen) 

  

  
 

  Kegiatan : 
Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Presentase Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD (Dokumen) 

  

  
 

  Sub Kegiatan: 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang Menerima Gaji 

dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 

  

  
 

  Sub Kegiatan: 
Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

(Dokumen) 
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NO  

 
Tujuan Dan Sasaran 

Indikator 

Tujuan/Indikator Kinerja 

Utama 

 
Formulasi Perhitungan 

 
Satuan 

 

Program/Kegiatan 

 

Indikator Kinerja Program / 
Kegiatan 

 

Penanggung 

jawab 

 

 

Sumber 
Dana 

Keuangan SKPD 

  
 

  Kegiatan : 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Presentase dokumen admistrasi, 

komponen listrik dan peralatan 

kantor serta paket cetakan dan 

penggandaan 

 DAU 

  
 

  Sub Kegiatan: 
Penyediaan 

Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan (Paket) 

  

  
 

  Sub Kegiatan: 
Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang Disediakan 

(Paket) 

  

  
 

  Sub Kegiatan: 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 

yang Disediakan (Paket) 

  

  
 

  Sub Kegiatan: 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan 

(Paket) 

  

  
 

  Sub kegiatan: 

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

  

  
 

  Kegiatan: 
Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Presentase unit pengadaan barang 

dan jasa 

 DAU 

  
 

  Sub kegiatan: 
Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 

(Unit) 

  

  
 

  Sub Kegiatan; 
Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan (Unit) 
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NO  

 
Tujuan Dan Sasaran 

Indikator 

Tujuan/Indikator Kinerja 

Utama 

 
Formulasi Perhitungan 

 
Satuan 

 

Program/Kegiatan 

 

Indikator Kinerja Program / 
Kegiatan 

 

Penanggung 

jawab 

 

 

Sumber 
Dana 

  
 

  Kegiatan; 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Presentase dokumen laporan 

penyediaan jasa komunikasi 

sumberdaya air, listrik dan pelayanan 

umum kantor 

 DAU 

  
 

  Sub kegiatan ; 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik yang Disediakan (Laporan) 

  

  
 

  Sub Kegiatan: 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan (Laporan) 

  

  
 

  Kegiatan; 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Presentase unit peralatan dan mesin, 

kendaraan dan gedung kantor 

 DAU 

  
 

  Sub kegiatan; 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya 

(Unit) 

  

  
 

  Sub Kegiatan; 
Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Dipelihara (Unit) 

  

  
 

  Sub Kegiatan; 
Pemeliharaan/Rehabil
itasi Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 
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2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Sikka tahun 2025 maka capaian kinerja yang diperoleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.2 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka. 

Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

No IKK Output Capaian IKK Outcome Rumusan Keterangan 

1 a. Persentase penyelesaian dokumen 
KRB sampai dengan dinyatakan sah / 
legal 

0 

Jumlah warga Negara yang 
memperoleh layanan informasi rawan 
bencana 

Jumlah warga Negara yang 
memperoleh layanan informasi 
rawan bencana 

- 

 b. Persentase jumlah penduduk di 
kawasan rawan bencana yang 
memperoleh informasi rawan 
bencana sesuai jenis ancaman 
bencana 

600 Orang Belum memiliki peta 
rawan bencana 

2 a. Persentase Penyelesaian dokumen 
RPB sampai dinyatakan sah/legal 

0 

Jumlah warga Negara yang 
memperoleh layanan pencegahan 
dan kesiapsiagaan terhadap bencana 

Jumlah warga Negara yang 
memperoleh layanan pencegahan 
dan kesiapsiagaan terhadap 
bencana 

Belum memiliki dokumen 
RPB 

 b. Persentase penyelesaian dokumen 
Renkon sampai dinyatakan sah / legal 

1  

 c. Persentase jumlah aparatur dan 
warga Negara yang ikut pelatihan 

0  

 d. Persentase warga Negara yang ikut 
pelatihan 

0  

 e. Persentase warga Negara yang 
mendapat layanan pusdalops 
penanggulangan bencana dan sarana 
prasarana penanggulangan bencana 

1317  

 f. Persentase warga Negara yang 
mendapat peralatan perlindungan 

tidak ada Jumlah warga Negara yang 
memperoleh layanan pencegahan 
dan kesiapsiagaan terhadap bencana 

Jumlah warga Negara yang 
memperoleh layanan pencegahan 
dan kesiapsiagaan terhadap 
bencana 

 

3 a.  Persentase kecepatan respon kurang 
dari 24 jam untuk setiap status KLB 

0 
Jumlah warga Negara yang 
memperoleh layanan penyelamatan 
dan evakuasi korban bencana 

Jumlah warga Negara yang 
memperoleh layanan 
penyelamatan dan evakuasi 
korban bencana 

- 



 

LPPD BPBD KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025    
31 

 

No IKK Output Capaian IKK Outcome Rumusan Keterangan 

 b. Persentase kecepatan respon kurang 
dari 24 jam untuk setiap status 
darurat bencana 

 5 Surat 
Keputusan Daruart 

Bencana 

  100 % 

 c. Persentase jumlah petugas yang aktif 
dalam penanganan darurat bencana 

55 Personil / 
Petrugas 

  100 % 

 d. Persentase jumlah korban berhasil 
dicari, ditolong dan dievakuasi 
terhadap kejadian bencana 

0 Orang     
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BAB III 

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

3.1 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka melaksanakan urusan wajib 

pelayanan dasar berupa urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan 

Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Jenis Pelayanan Dasar 

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah Daerah, adalah : 

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana 

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

b. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

Untuk mencapai Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Sikka perlu mendapat dukungan dana yang cukup, untuk Tahun 

Anggaran 2025 pemerintah telah menyiapkan Alokasi Anggaran untuk mendukung 

kegiatan dimaksud. Adapun target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam 

mencapai SPM pada tahun 2025 adalah: 

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana 

Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang dilaksanakan adalah Program 

Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan sebagai berikut : 

a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 

▪ Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan 

Bencana Kabupaten/Kota, kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan 

sosialisasi kepada warga masyarakat yang berada di kawasan rawan 

bencana. Untuk Tahun 2025 BPBD melakukan sosialisasi di 5 sekolah dan 5 

desa. 

▪ Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota 

Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) merupakan salah satu dokumen 

penting BPBD yang harus dimiliki. Sampai dengan akhir tahun 2025 

dokumen ini belum final dalam penyusunannya. 

2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah Program 

Penanggulangan Bencana, dengan 1 kegiatan 2 sub kegiatan yaitu: 

a) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Tehadap Bencana 

▪ Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota; 
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▪ Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban 

Benana Kabupaten/Kota; 

3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah Program 

Penanggulangan Bencana, dengan 1 kegiatan 1 Sub Kegiatan yaitu : 

a) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 

▪ Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota 

Untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Sikka maka perlu mendapat dukungan anggaran untuk 

membiayai kegiatan dimaksud, terutama anggaran yang berkaitan dengan 

pemenuhan dokumen-dokumen wajib kebencanaan seperti kajian risiko bencana, 

rencana kontijensi, dokumen penanggulangan bencana, peta rawan bencana, dan 

dokumen wajib lainnya. Selain itu sarana pendukung dan Sumber Daya Manusia 

yang melaksanakan pemenuhan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Sikka harus ditingkatkan atau ditambah sehingga dapat mendukung 

pemenuhan pencapaian SPM. 

c. Dukungan Personil 

Jumlah staf atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya, didukung oleh 38 orang yang terdiri dari Kepala Pelaksana 

yang membawahi 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, dengan jumlah pegawai 

seluruhnya ASN sebanyak 38 orang, terdiri dari PNS sebanyak 22 orang PPPK 11 

Orang, CPNS 4 Orang dan PPPK paru waktu sebanyak 1 orang. Sampai dengan 

tanggal 31 Desember 2025, jumlah aparatur sipil negara (ASN) pada BPBD 

Kabupaten Sikka tercatat sebanyak 36 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 

pengurangan pegawai yang disebabkan oleh 1 (satu) orang meninggal dunia dan 1 

(satu) orang memasuki masa pensiun. 

d. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM antara lain : 

1. Kurangnya disiplin dan profesionalisme aparatur; 

2. Masih lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas; 

3. Terbatasnya kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan beberapa 

program/kegiatan di bidang penanggulangan bencana; 

4. Kurangnya peralatan kerja operasional dan fasilitas kerja; 

5. Kurangnya personil dan SDM yang berkompeten dalam penanganan bencana; 

6. Belum adanya dokumen kajian Risiko Bencana atau dokumen wajib 

Penanggulangan Bencana dan Standar Operasional Prosedur (SOP). 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka solusi yang dapat diberikan yakni: 
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1. Perlu diberikan pembinaan displin terhadap aparatur yang kurang disiplin dalam 

bekerja; 

2. Perlu diberikan pelatihan-pelatihan atau bimtek kepada aparatur sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya; 

3. Perlu ditingkatkan atau dibangun koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas-

tugas;  

4. Pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana perlu dianggarkan secara khusus 

(prioritas) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPBD Kabupaten Sikka; 

5. Perlu dilakukan penambahan personil dengan kualifikasi teknis dan computer 

sesuai kebutuhan bencana; 

6. Perlu ditingkatkan Fasilitas Gedung,Ruang Kerja sarana penunjang operasional 

dan penanganan bencana;  

7. Penyusunan Dokumen Kaian Risiko Bencana atau Dokumen wajib 

Penanggulangan Bencana dan Standar Opersional Prosedur (SOP). 

Tabel 3.1 
LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA. 

BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 
NO JENIS 

PELAYANAN 
DASAR 

INDIKATOR 
PENCAPAIAN 

TARGET 
CAPAIAN 

REALISASI ALOKASI 
ANGGARAN 

JUMLAH 
PERSONIL 

KETERAN
GAN 

1 Pelayanan 
Informasi 
Rawan 
Bencana 

Persentase 
Pelayanan 
Informasi 
Rawan 
Bencana 

600 Orang 600 Orang 156.823.100 15 Orang  

2 Pelayanan 
Pencegahan 
dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap 
Bencana 

Persentase 
Pelayanan 
Pencegahan 
dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap 
Bencana 

0 Orang 0 Orang 0,00   

3 Pelayanan 
Penyelamatan 
dan Evakuasi 
Korban 
Bencana 

Persentase 
Pelayanan 
Penyelamatan 
dan Evakuasi 
Korban 
Bencana 

3 Dokumen 5 Dokumen 271.328.100 38 Orang  
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang 

meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan 

pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Dilihat dari Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten 

Sikka dapat disimpulkan bahwa Penangganan Penanggulangan Bencana sangat kompleks 

dan melibatkan langsung instansi-instansi terkait, LSM pendamping, serta lokasi daerah 

potensi rawan bencana yang akan berdampak langsung pada masyarakat korban 

bencana. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan adanya dukungan Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelaksanaan 

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

2. Perlu adanya dukungan dana dari Pemerintah Daerah khusus untuk kebutuhan sarana 

dan prasarana saat tanggap darurat, mengingat sangat minimnya prasarana pada BPBD 

saat ini. 

3. Perlu adanya penambahan Personil dengan kualifikasi kebencanaan, teknis dan 

teknologi. 

4. Perlu adanya kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sikka, Masyarakat, Instansi terkait, LSM dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam 

melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana di wilayah Kabupaten Sikka. 

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 disampaikan untuk diketahui dan 

dipergunakan sebagaimana mestinya.  
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LAMPIRAN 
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JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI RAWAN 

BENCANA DI KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025  

NO KECAMATAN 

JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH 
LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA 

 

SOSIALISA
SI TATAP 

MUKA 

SOSIALISASI 

MELALUI 
MEDIA 

SOSIAL DAN 
WAHANA 

MULTIMEDIA 

PENYEDIAA

N DAN 
PEMASANG
AN RAMBU 

EVAKUASI 

PAPAN 
INFORMASI 

PUBLIK 

KETERANGAN 

1. 

Kangae   200 50 4 

 

Melampirkan 
dokumentasi 

kegiatan dan 
absen peserta 

2. Waigete  60 50 9   

3 Mapitara - - 6   

4 Kewapante 120 50 5   

5 Doreng - - 4   

6 
Hewokloang - - -  

 

 

7 Alok Timur  - 75 3   

8 Waiblama  - 2   

9 Alok 100 100 6   

10 Alok Barat - 50 5   

11 Talibura - 25 66   

12 Bola - 20 3   

13 Nele - 20 -   

14 Nita - - 2   

15 Koting - 15 2   

16 Lela - - 2   

17 Paga - 10 2   

18 Mego - - -   

19 Tanawawo - - 2   

20 Magepanda 120 50 3   

21 Palue - - -   

Jumlah 600 Orang 495 123   

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
Jalan Mawar Nomor 28 Telepon 0851 8385 5768 

email: bpbdtangguhsikka@gmail.com 
MAUMERE 
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Daftar Hadir dan Dokumentasi Kegiatan 

1. Sosialisasi Destana 
a. Desa Langir Kecamatan Kangae 
 

 
 

 
b. Desa Done Kecamatan Magepanda 

 

  

 
c. Desa Teka Iku Kecamatan Kangae 
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d. Desa Kokowahor Kecamatan Kangae 
 

  

 
e. Desa Magepanda Kecamatan Magepanda 

  
 

 

2. Sosialisasi KIE 
 

a. SDI Habi 
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b. SDK Wetakara 
 

 

  
 

c. SMAS St. Petrus Kewapante 
 

 

  
 

d. SMPK Imakulata 
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e. SMPN 03 Naganghure 

  

 

3. Pelatihan dan Pencegahan Bencana 
a. Pelatihan di PLTMG Kecamatan Waigete 
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b. Pelatihan di BPJS Kecamatan Alok 
 

  

 
 

4. Data Dukung Melalui Media Sosial 

 

 
 

 
 



 

LPPD BPBD KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025   
43 
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JUMLAH WARGA NEGARA USIA 15-64 TAHUN YANG MEMPEROLEH  

LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA SESUAI TARGET YANG DITETAPKAN DI 

KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 

NO KECAMATAN 

JUMLAH WARGA NEGARA USIA 15-64 TAHUN YANG 

MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA SESUAI 

TARGET YANG DITETAPKAN 

 

SOSIALISA

SI TATAP 

MUKA 

SOSIALISASI 

MELALUI 

MEDIA 

SOSIAL DAN 

WAHANA 

MULTIMEDIA 

PENYEDIAAN 

DAN 

PEMASANGAN 

RAMBU 

EVAKUASI 

PAPAN INFORMASI 

PUBLIK 

KETERA

NGAN 

1. Kangae 75 orang    

Melampi

rkan 

dokume

ntasi 

dan 

absen 

peserta 

2. 

Magepanda 

50 Orang    

Jumlah      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
Jalan Mawar Nomor 28 Telepon 0851 8385 5768 

email: bpbdtangguhsikka@gmail.com 
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Dokumentasi  Jumlah Warga Negara Usia 15-64 Tahun yang memperoleh Layanan 

Informasih Rawan Bencana sesuai target yang di tetapkan di Kabupaten Sikka 
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JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI PENCEGAHAN 

DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DI KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 

 

NO KECAMATAN 
LOKASI 

KEGIATAN 

JUMLAH WARGA NEGARA YANG 

MEMPEROLEH LAYANAN 

INFORMASI PENCEGAHAN DAN 

KESIAPSIAGAAN TERHADAP 

BENCANA 

 

PELATIHAN 

PENCEGAHA

N 

GLADI KESIAPAN 

TERHADAP 

BENCANA 

KETERANGAN 

1. Waigete PLTMG 25 orang  

Melampirkan 

dokumentasi 

kegiatan dan 

absen 

peserta 

2. 
Alok BPJS 

40 Orang  
 

Dst.      

Jumlah     
 

 

 

  

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

Jalan Mawar Nomor 28 Telepon 0851 8385 5768 
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Dokumentasi Kegiatan  
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 JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN 
BENCANA 

DI KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 

NO KECAMATAN 

  

JUMLAH TARGET 
WARGA NEGARA 
YANG BERADA DI 
KAWASAN RAWAN 

BENCANA 

KETERANGAN 

   
Melampirkan dokumen 
Kebencanaan/Dokumen Kajian 
Rawan Bencana 

1 Paga 17.722 Jiwa KRB,R3P,SK Tanggap Darurat 

2 Mego 14.556 Jiwa  

3 Lela 12.170 Jiwa  

4 Nita 23.689 Jiwa  

5 Alok 33.163 Jiwa  

6 Palue 10.737 Jiwa  

7 Nele 6.442 Jiwa  

8 Talibura 25.555 Jiwa  

9 Waigete 27.757 Jiwa  

10 Kewapante 15.746 Jiwa  

11 Bola 11.148 Jiwa  

12 Magepanda 14.739 Jiwa  

13 Waiblama 9.024 Jiwa  

14 Alok Barat 24.793 Jiwa  

15 Alok Timur 34.788 Jiwa  

16 Koting 6.781 Jiwa  

17 Tanawawo 9.918 Jiwa  

18 Hewokloang 10.016 Jiwa  

19 Kangae 19.688 Jiwa  

20 Doreng 12.615 Jiwa  

21 Mapitara 7.482 Jiwa  
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